-

BAWASLU

BADAM PENCAWAS PEHILIMAMN UM UM

KABUPATEN WAJO

Nomor 1 158/PM.00.02/K.SN/04/2024 Sengkang, 25 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran :-

Hal : Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawali
Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Tahapan dan Jadwal Pemenuhan
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 lentang Aparatur Sipil
Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi
secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nemor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupali Dan Wakil Bupali, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
lentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
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12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 lentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupali, serla Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomar 7 Tahun 2022 tenlang Kode Etik
Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasl,
Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil
Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor:
800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor.
1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Nelralitas
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan lugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi:

a) Pasal 22A ayal (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 lentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan Waki Gubemur
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupalen/Kola.

b) Pasal 2 huruf () dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketla
Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasluy Kabupaten/Kola bertugas melakukan
pencegahan terhadap:

a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. sengkela proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggola Tentara
Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Bawaslu:
Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Momor 6 Tahun
2018 tentang Pengawasan Nelralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tenlara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan
Anggotla Pold terhadap:
a. keputusan dan/atau lindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu
peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan
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b. kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan lerhadap Peserta Pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa Kampanye.

{2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b melipuli:

pertemuan,

afakan;

imbauan,

servan; atau

pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggola Polri dalam
lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakal.

eQan oo

3. Lampiran Peraturan mengenal Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai berikul:
Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan jadwal awal
pada Har Minggu, Tanggal 5 Mei 2024 dan jadwal akhir pada Hari Senin, Tanggal 19
Agustus 2024,

4. Peraturan pendaflaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keliga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupali, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 39, yang berbunyi

Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubermnur, Pasangan Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupali, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikola yang
diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau

b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal 41 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), yang berbunyi:

(1) Calon persecrangan dapal mendaftarkan diri sebagai Calon Gubemur dan Calon Wakil
Gubemur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
dan termua! dalam daftar pemilih telap pada pemilihan umum atau Pemilihan
sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

a. Provinsi dengan jumiah penduduk yang termuat pada daftar pemilih lelap sampai
dengan 2.000.000 (dua jula) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh
persen);

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih
dari 2.000.000 (dua jula) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam jula) jiwa harus
didukung paling sedikit 8,5% (delapan selengah persen);

c. Provinsi dengan jumiah penduduk yang lermuat pada daftar pemilih tetap lebih
dar 6.000.000 (enam jula) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas jula) jiwa
harus didukung paling sedikit 7,5% (lujuh setengah persen);

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih
dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam
selengah persen); dan

e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi
dimaksud.
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(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk
surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elekironik atau
surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catalan sipil yang
menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administralif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkal 1 (satu) tahun dan tercanlum
dalam Daflar Pemilih Telap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi alau
Kabupaten/Kota dimaksud.

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibenikan kepada 1 (satu)
pasangan calon perseorangan.

5. Peraturan mengenai Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri pada Tahapan dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan
Calon Perseorangan:

a) Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

1) Pejabal negara, pejabal daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRY,
dan Kepala Desa alau sebutan lainLurah dilfarang membual keputusan dan/atau
tindakan yang menguntungkan alau merugikan salah salu pasangan calon.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 huruf (f}, yang berbunyi:
Penyelanggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas: f. Nelralitas.
Penjelasan Pasal 2 huruf (f}, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan asas netralitas” adalah setiap Pegawal ASN tidak berpihak
dari segala benluk pengaruh manapun dan tidek memihak kepada kepentingan lain di
lvar kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruf dan intervensi semua golongan dan partai
politik.

Pasal 24 ayat (1) huruf (d), yang berbunyi:
(1) Pegawai ASN wajib: d. menjaga nelralilas.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo


https://v3.camscanner.com/user/download

‘F5 BAWASLU

] BADAMN PEMOAWAS PEHILIMAN UMUH

KABUPATEN WAJO

Pasal 2 huruf (d), yang berbunyi:

Tentara Profesional, yaitu lentara yang lerlatih, terdidik, diperfengkapi secara baik,
tidak berpolitik praklis, tidak berbisnis, dan dijamin kesefahteraannya, serta mangikuti
kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi
manusia, ketentuan hukum nasional, dlan hukum Intemasional yang telah diratifikasi

Penjelasan Pasal 2, huruf (d), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan Tentara Profesional adalah tenlara yang mahir menggunakan
peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alal tempur, serta mampu
melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu,
tentara periu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan
baik, dilatih manuver laktik secara baik, dididik dalam ilmu pengelahuan dan leknologi
secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serfa kesejahleraan prajunitnya
dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tenlara tidak berpolitik
praktis dalam arli bahwa fentara hanya mengikuti politik negara, dengan
mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, kelentuan
hukum nasional, dan ketentuan hukum inlemasional yang lelah diratifikasi.

Pasal 39, yang berbunyi:

Prajurit dilarang terlibal dalam:

1. kegiatan menjadi anggota partai politik;

2. kegiatan politik praktis;

3. kegiatan bisnis; dan

4. kegiatan untuk dipitih menjadi anggota legislatif dalam pemifihan umum dan
jabatan politis lainnya.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap nelral dalam kehidupan politik dan
tidak melibatkan din pada kegiatan politik praktis.

Penjelasan Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "bersikap nelral” adalah bahwa anggola Kepolisian Negara
Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai polilik, golongan dan difarang
menjadi anggola dan/alau pengurus partai politik.

e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode
Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal-
Pasal sebagai berikut;

Pasal 4 huruf (h), yang berbunyi:

Setiap Pejabat Polri dalam Elfka Kenegaraan wajib: h. bersikap netral dalam kehidupan
politik.

Pasal 9, huruf (d) dan huruf (f), yang berbunyi:
Seliap Pejabal Polri dalam Etika Kenegaraan, dilarang:

d. menjadi anggota alau pengurus partai politik;
. melibatkan dini pada kegiatan politik praktis.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo


https://v3.camscanner.com/user/download

‘5 BAWASLU

1 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUH

KABUPATEN WAJO

f) Angka 1 (satu) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Setiap Pegawai Pemerinlah Non Pegawai Negeri (PPNPN) wajib bersikap netral
dan bebas dani pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau Partai Politik dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

6. Peraluran ketentuan sanksi dan pidana pelanggaran Nelralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal
sebagai berikut:

Pasal 185, yang berbunyi:

Seliap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau
menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan
menjadi calon Gubemur dan calon Wakil Gubemur, calon Bupati dan calon Wakil
Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas jula rupiah) dan paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 185A, yang berbunyi:

(1) Seliap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon
perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72
(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh
enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
maksimumnya.

Pasal 188, yang berbunyi:

Seliap pefabal negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan
lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ralus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

b) Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang berbunyi:
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Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:
a. sanksielika; danfatau
b. sanksi administratif,

¢) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin
Militer, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 8, yang berbunyl:

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri alas:

a. segala perbuatan yang bertenlangan dengan perinlah kedinasan, peraturan
kedinasan, alau perbuatan yang lidak sesuai dengan Tala Tertib Militer; dan

b. perbuatan yang melanggar peraluran perundang-undangan pidana yang
sedemikian ringan sifatnya.

Pasal 9, yang berbunyi:

Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri alas:

a. leguran;

b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

d) Angka 2 (dua) huruf (e) isi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, yang berbunyi:

e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikarenakan secara bertingkat sampai
pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan
antar isttansi pemerintah dengan PPNPN.

C. Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik
pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024, maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo mengimbau:

1. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Wajo tidak memberikan surat dukungan yang disertai dengan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa berdomisili dan
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah
Kabupaten Wajo untuk mendukung calon perserorangan dan/atau pasangan calon
perseorangan menjadi calon Gubernur dan ealon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Selatan, Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024,

2. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Wajo unluk menjaga integritas dan profesionalisme dengan
menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada
keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politk dan melakukan tindakan yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2024,

3. Memastikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Wajo untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-
undangan terkait netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Selalan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Wajo Tahun 2024.

4. Menindaklanjuti imbauan ini keseluruh jajaran, serta bersama-sama mengoptimalkan
pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan
terkait netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tenlara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di
wilayah Kabupaten Wajo pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun
2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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ANDI'HASNADI, S.H
Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo.

2.
3. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Wajo.
4, Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Wajo
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